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Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 9 
Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan
Gender (PUG) dalam
Pembangunan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan
PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender (PPRG) 

Surat Edaran Bersama:
Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012,

Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, 
Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan

Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012a

Diperkuat

melalui

Percepatan implementasi

Stranas habis masa berlakunya

PPRG belum terintegrasi dengan 
pengawasan.

Rancangan Perpres?

Permenpppa 042014 Sbg Panduan Pengawasan PPRG K/L, 
2017

KONDISI PERATURAN

PENGARUS UTAMAAN GENDER



Tema, Prioritas Pengarusutamaan dan Kaidah RPJMN 2020-2024

Tema RPJMN IV 2020-2024

“Indonesia berpenghasilan

menengah-tinggi yang sejahtera, adil

dan berkesinambungan”

7 Prioritas Nasional RPJMN IV 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya

saing

4. Revolusi mental dan pembangunan

kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur, mendukung

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan

ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan

transformasi pelayanan publik

Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024

1. Gender

2. Tujuan pembangunan berkelanjutan

3. Modal sosial dan budaya

4. Transformasi digital

Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020-

2024

1. Pembangunan kemandirian

2. Menjamin keadilan

3. Menjaga keberlanjutan

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

menjadi prinsip sekaligus sebagai katalis

pembangunan untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera dan berkeadilan
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Kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan 
perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai
manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber
daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan
dan pengambilan keputusan, serta memperoleh
manfaat dari pembangunan.

(RUU Kesejaheraan Ibu dan Anak)

Pengertian 
Kesetaraan Gender
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Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia
melalui proses yang adil dalam mengakses dan 
mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, 
serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

(Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional 
Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender )

Pengertian 
Kesetaraan Gender
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Stranas Percepatan PUG bertujuan untuk mempercepat tercapainya Kesetaraan Gender 
melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG.

Dilaksanakan melalui dua area perubahan, meliputi: a. penguatan pelembagaan PUG 
yang efektif dan berkelanjutan; dan b. penguatan perencanaan dan penganggaran, 
pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan

Dua area perubahan tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, meliputi: 
a. penyusunan peta jalan pembangunan Kesetaraan Gender dan pemberdayaan

perempuan; 
b. pengintegrasian Gender dalam kebijakan strategis dan kebijakan sektoral; 
c. pengembangan instrumen PUG dalam proses pembangunan; 
d. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan 
e. penguatan lingkungan strategis.

Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional 
Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 



“Saya ingin tegaskan bahwa peran utama
pengawasan adalah menjamin
tercapainya tujuan, menjamin

tercapainya tujuan pemerintah, 
menjamin tercapainya tujuan program, 
menjamin tercapainya tujuan belanja

anggaran secara akuntabel, efektif, dan 
efisien.

Kualitas perencanaan yang perlu terus
ditingkatkan. Saya melihat masih ada

program yang tidak jelas ukuran
keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, 

anggaran itu yang mau disasar apa, 
sehingga ini tidak mendukung

pencapaian dari tujuan, dan tidak
sinkron dengan program atau kegiatan

lainnya.”

-Rakorwasnas, 2021-



Fokus Pengawasan BPKP: Mengawal Tercapainya Tujuan Pembangunan

Perencanaan merupakan kunci
keberhasilan pencapaian tujuan

Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan akuntabilitas keuangan

PP Nomor 8/2006

• Kegiatan selesai
terlaksana

• Tingkat penyerapan
anggaran tinggi

Hasil yang dirasakan
masyarakat kurang

optimal

Permasalahan

OUTCOME 

ORIENTED

BERAPA
BESAR 
DANA 
YANG 

TELAH DAN 
AKAN 

DIHABISKA
N PERUBAHAN 

PARADIGMAINPUT ORIENTED

berapa besar kinerja
yang dihasilkan dan 

kinerja tambahan
yang diperlukan, agar 

tujuan yang telah
ditetapkan dapat
dicapai pada akhir

periode perencanaan

RESULT ORIENTED GOVERNMENT
PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL  

“membiayai hasil, bukan 
masukan (INPUT)”

BPKP mengawal akuntabilitas keuangan
dan akuntabilitas pembangunan

Keuangan Kinerja
Kepatuhan terhadap
pertanggungjawaban

keuangan negara

(Efektif, Efisien, 
dan Ekonomis



Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah

Sasaran
Strategis

Sasaran
Strategis

Sasaran
Strategis

G
O

A
LS

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

A
C

TI
V

IT
Y

Program/kegiatan tidak memberikan dampak
langsung terhadap sasaran strategis/ hasil.

Tujuan/sasaran tidak jelas atau tidak
berorientasi hasil.

Ukuran kinerja dan target tidak jelas atau
tidak berorientasi hasil.

1

2

3

Tidak jelas kinerja dan ukuran kinerja yang ingin
dicapai

Program / Kegiatan tidak memberikan dampak

Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.4

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

Indikator Kinerja Target

Indikator Kinerja

Target

Indikator Kinerja

Target

Indikator Kinerja

Target

Pelaksanaan Program/Kegiatan lintas sektoral
kurang terkoordinasi dengan baik. 5

KINERJA TIDAK TERCAPAI DAN
PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Permasalahan dalam Perencanaan APBN/D

Aktivitas/intervensi tidak cukup

Aktivitas/intervensi yang tidak dilaksanakan.6



11

Meliputi (namun tidak terbatas pada): 
a.instrumen PUG dalam audit; 
b.instrumen PUG dalam reviu; 
c.instrumen PUG dalam pemantauan; 
d.instrumen PUG dalam evaluasi.

(Rancangan Perpres tentang Strategi 
Nasional Percepatan Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender )

Instrumen PUG dalam pengawasan



Jenis Pengawasan yang Dapat Dilaksanakan

“evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu 
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 
kegiatan dalam mencapai tujuan.

Renc/Std Real/Hasil Kriteria Pengawasan:
Perencanaan
➢ RPJMN
➢ RKP
➢ Renja

Pengarusutamaan Gender
➢ Inpres No. 9 Tahun 2000
➢ Permen PPA No. 4 Tahun 2014
➢ Stranas Percepatan PUG

Stunting
➢ Perpres No.72 Tahun 2021
➢ Perban BKKBN No.12 Tahun 2012

“reviu” adalah 
penelaahan ulang bukti-
bukti suatu kegiatan 
untuk memastikan 
bahwa kegiatan tersebut 
telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan, 
standar, rencana, atau 
norma yang telah 
ditetapkan
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Four Lines of Defence

4

3

2

1
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Manajemen Risiko dan 
Internal Control

Management Oversight

Independent & Objective 
Assurance 

(Internal Auditor)

External Auditor

Sumber:
Association of Chartered Certified Accountants, UK, 
(dimodifikasi)
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PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

Perumusan
Kebijakan

Perenca
-naan

Pengang
-garan

Pelaksa-
naan 

Anggara
n

Panata-
usahaan

Pelapor
an

Moni-
toring 
dan 

Evaluas
i AKUNTABILITAS 

KEUANGAN

AKUNTABILITAS 

KINERJA

Pengawasan dan Pengawalan oleh BPKP dan APIP (consulting and assurance)

Pencapaian 

Tujuan 

(Delivered)

FRAMEWORK MANAGERIAL

Bahwa pengarusutamaan gender ke
dalam seluruh proses pembangunan

merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan fungsional

semua instansi dan lembaga pemerintah
di tingkat Pusat dan Daerah (Inpres 9 

Tahun 2000)
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“PUG adalah strategi yang dibangun

untuk mengintegrasikan gender

menjadi satu dimensi integral dari

perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan di

daerah.“

Sumber: Permendagri No.15 Tahun 2008 diubah

dengan Pemendagri No.67 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah



AKUNTABILITA

S KEUANGAN

AKUNTABILITAS 

KINERJA

Pencapaian 

Tujuan 

(Delivered)

FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN
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PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

PROSES BISNIS PENGAWASAN 
YANG TERINTEGRASI DAN 

KOLABORATIF

Kebijakan
Pengawasa

n:

Standar & 
Pedoman

Perenca-
naan

Pengang-
garan

Pelaksa-
naan 

Pengawas
an BPKP & 

APIP

Koordina
si, 

Sinergi, 
& 

Kolabora
si

Pelapora
n Hasil

Pengawa
san

Individu

Pelaporan
Hasil

Pengawasan
Terintegrasi



Program Strategis K/L 
Lintas Sektor

Kesehatan 
(Stunting)

Pendidikan
Bantuan

Sosial

Netral
Responsif

Gender

BPKP dan APIP
Was Intern

PUG

Kebijakan PUG

Perpres

Was BPKP dan
APIP

Saat ini Pengarusutamaan Gender 
baru dilaksanakan pada Tahap
Perencanaan dan Penganggaran

Akan menjadi
bahan diskusi

PENGAWASAN INTERN



Perencanaan

Penyusunan 
Anggaran

PelaksanaanPemantauan

Evaluasi

Prasyarat PUG Siklus Tata Kelola 
PUGBPKP

PEDOMAN
PENGAWASAN PUG

APIP
KLD

MANFAAT
BAGI MASYARAKATPENILAIAN LEVEL

KAPABILITAS APIP, DIKLAT 
SERTIFIKASI/TEKNIS DSB

Reviu, Evaluasi, 
Monitoring, 
Audit, dll

PENILAIA
N SPIP 
TERINTE
GRASI



Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan

Thank you



CONTOH IMPLEMENTASI RESPONSIF GENDER DI K/L (VIDEO)
KPPN DAN KEMEN PUPR

https://www.youtube.com/watch?v=3-7X_8gN6rc

KEMEN PUPR :
https://youtu.be/6BkwS7Uu3vE

KPPN:

https://www.youtube.com/watch?v=3-7X_8gN6rc
https://youtu.be/6BkwS7Uu3vE

